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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undnng
Nomor 21 Tahun 1958 tcntang Penetapan Undang-Undong
Dnrurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain rnengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
scbagni Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lcmbnran Ncgarn Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tnmbahan Lernbnrnn Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Mcngingat:

Menirnbang: fl. bahwn dalam rangka rneningkatkan dan mcngcmbangkan
kualitas siaran lcrnbaga penyiaran publik lokal radio Abdi
Persada sebagai salah 8UtU media pcnycbaran inforrnasi
pcrnbangunan dan kegiatan pernerintah provinsi kalimantan
selatan, rnnka Pcraturan Gubcrnur Kalimantan Sclatan
Nomor 070 Tnhun 2017 ten tang Lcrnbnga Pcnyiaran Publik Lokal
Radio Abdi Pcrsada, perlu dilakukan rcvisi;

b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalarn Pcmturan
Gubcrnur Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lernbaga Pcnyiaran
Publik Lokal Radio Abdi Persada, tidak sesuai lagi dcngan kondisi
dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangnn sebagnirnann dimaksud dalarn
huruf a dan huruf b, perlu rncnetapkan Peraturan Gubemur
tentang Perubahnn Atas Peraruran Gubemur Kalimantan Selatan
Nomor 070 Tahun 2017 ten tang Lernbaga Pcnyiaran Publik Lokal
Radio Abdi Persada;

1. Pasnl 18 Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia
Tnhun 1945;

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 070 TAl-iUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO ABDI PERSADA

NOMOR 07 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

,,
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6, In ang- t ~'t ~ N rn r _..:l ahun 014 tentang Pernerintahan
aerah Lerub ran N~l Republik Indonesia Tahun 2014

N nor _4-4-,Tarnbah .. 1 Lembaran Negam Repuhlik Indonesia
- sebagaimans telah diubah beberapa kali terakhir
n ..mg- ndang N m r 9 Tahun _015 tentang

Perubs ... Kedua Atas ndang-Undang Nomor ..v Tabun 2014
tentang Pernerinrahan Daerah [Lernbaran Negara Repuhlik
In' nesia Tahun _ 15 Nom r 58 Tambah an Lembaran Negara
Re ublik Ind esia Nemer 5679);

9. Taturan Pernerinrah N rnor II Tahun _005 tentang
Penyelenggara ...n Penyis ill Lernbaga Penyiaran Publik (Lernbaran
N~'1n.\ R~publik Ind nesia Tahun _005 l omor 8, Tambahan
Lem aran Ne ra Republik Indonesia Nomor 44S51'

I . Peratursn Pemerintah N mar 1_ Tabun 019 tentang
Pengelolaan K tiangan Daerah (Lembaran Negarn Repuhlik
Ind iesia Tahun _019 Nomor 4· Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesis omor 63__).

11. Peraruran Presiden Nornor 87 Tahun 2014- tentang Peraruran
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 1_ Tahun .....0 II tentang
Pemberrrukarr Peraruran Perundang-undangan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun _014 romor 199);

1_. Peraruran Menteri Dalam Negeri NomOI" 13 Tahun _006 tentang
Pedoman Pengelol an Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor :_1 Tahun _011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun _006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nornor 310);

1~. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SOTahun 2015 tentang
Pernbenrukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun _015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraruran 'Ienteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Alas Peraturan ifenteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun _015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157)'

14, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13)-

m r 14 Tnhun _ t ntang Keterbukaan
[Lcrnt iran rvegam Rcpublik Indonesia

Tarnbahan Lembaran egara Republik
Info m
vtuu _
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(1) Struktur LPPL Radio Abdi Persada, terdiri atas:
a. Pclindung, adalah Gubemur Kalimantan Selatan;
b. Pembina, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
c. Dewan Pcnasihat, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Selatan;
d. Dewan Pengawas;
e. Dewan Direksi;
f. KepaJa Studio;
g. Kepala Sekretariat;
h. Bendahara;
1. Kepala Bidang, terdiri atas:

1) Bidang Pcnyiaran;
2) Bidang Pemberitaan;
3) Bidang Umum dan Sumbcr Daya Manusia (SDM); dan
4) Bidang Teknologi lnformaai Media,

Pasa] 4

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 31 dalam Peraturan Gubemur Kalimantan
Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 70),
diubah sebagai berikut:

Pasal

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR 070
TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARANPUBLIK LOKAL
RADIOABDI PERSADA.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

1S. P mturan Ducrnh Provinsi Kalimantan Sclatan Nomor 9
Tnhun 2009 tcnlong Pcrnbcntukan Lcmbaga Pcnyiaran Publik
Loknl Radio Abdi Pcrsadu [Lcrnbaran Dacrah Provinsi Kalimantan
Sclntnn Tahun 2009 Nomor 9);

1 . Pcraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan
Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tabun 2018 Nomor 71);
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(3) Penetapan besaran honorarium staf/karyawan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c angka 6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Rp4.500.000,­
Rp4.500.000,­
Rp4.000.000,­
Rp4.000.000,­
Rp4.000.000,-

c. Perangkat:
1) Kepala Studio
2) Kepala Sekretariat
3) Bendahara
4) Kepala Bidang
5) Tenaga Ahli Professional
6) Staff Karyawan

RpS.OOO.OOO,­
Rp4.S00.000,­
Rp9.000.000,-

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar:
a. Dewan Pengawas

1) Ketua
2) Anggota

b. Direktur

(1)Dewan Pengawas dan Dewan Direksi beserta seluruh struktur kelembagaan LPPL
Radio Abdi Persada diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab
dan tuntutan profesi serta keahliannya.

Pasal31

J. Staf/karyawan, terdiri atas:
1) Reporter;
2) Penyiar;
3) Peneliti;
4) Pemasaran;
5) Operator;
6) Office Boy;
7) Security; dan
8) Sopir.

(2) Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:
a. Teknisi;
b. Asisten teknisi;
c. Redaktur;
d. Programmer;
e. Musik direktor; dan
f. Operator media sosial.

(3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi struktur kelembagaan LPPL
Radio Abdi Persada diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Dewan Direksi.
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BERITA DAERAH PROVINSIKALIMANTANSELATAN
TAHUN 20~O NOMOR 9'

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

~.
ABDUL HARIS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal \1- j~""",M ~c ~J

SAHBIRIN NOOR

Ditetapknn di Banjarrnasin
puda tanggal 1'1 ~"""r i £) 9()

Pusul Il
Pcraturnn Gubcrnur ini mului bcrluku padn tnnggnl diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pcngundangan Pcraturan
Gubernur ini dengan penempotannya dalarn Bcrita Dacrah Provinsi Kalimantan
Sclatan.
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